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ABSTRACT 
 
This thesis focuses on the Authority Acting Regent In Doing Mutations Employees in 
Environmental District Government Based on Government Regulation No. 49 Year 2008 on 
Third Amendment to Government Regulation Number 6 Year 2005 concerning Election, 
Legalization of Appointment and dismissal of Regional Head and Deputy Regional Head 
(Studies in Local Government District Melawi) conclusion: 1). Acting Regent of that policy 
in issuing a decree personnel transfers Melawi environment of the Government of the 
authority is not appropriate, because the Acting Regent Melawi not have the authority. Size to 
see the acting regent did not have the authority in view of the source of the authority itself the 
attribution, delegation and mandate. In addition, the capacity of Acting governor give 
approval to the regents for personnel transfers also inaccurate, although the governor as the 
representative of the central government, because the authority to give consent for personnel 
transfers in a limited manner under the authority of Interior Minister. Therefore, Acting 
Regent Melawi action can not be justified and legally invalid. 2). Acting Regent policies that 
are put in the form dikuafikasikan decision as an act that does not have the authority, then the 
decision certainly is not valid. This illegality, because it does not meet the elements of 
legitimate decision, as according to the doctrines and normatively as stipulated in article 52 
of Law No. 30 Year 2014 About the Administration. Therefore, the legal consequences of the 
Decree of the acting regent was Cancellation. 3). That legal efforts should be made to the 
actions / decisions Melawi Acting Regent is tops Officials Request to revoke the decision and 
filed a lawsuit to the Administrative Courts. Suggestion. 1). Asked the Governor to direct the 
Regent definitip officials to revoke and cancel the decision of the Acting Regent. Even if the 
governor does not implement it must be notified and requested to the president as the head of 
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the supreme government to mencabutr or ordered to the governor or regent to revoke the 
decision tersebut.2). If there has been ruling the State Administrative Court which has had 
permanent legal force (incracht) over the disputed Decision Acting Regent, it is expected that 
the parties feel aggrieved (as the plaintiff) is active for the requesting State Administration to 
execute the decision. 
 
ABSTRAK 
Tesis ini menitikberatkan pada Kewenangan Penjabat Bupati Dalam Melakukan Mutasi 
Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan  Kabupaten Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 
Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi) diperoleh kesimpulan: 1). 
Bahwa kebijakan Penjabat Bupati dalam mengeluarkan Keputusan melakukan mutasi 
pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten melawi dari sisi kewenangan adalah tidak 
tepat, karena Penjabat Bupati Kabupaten Melawi tidak mempunyai wewenang . Ukuran 
untuk melihat penjabat bupati tidak mempunyai wewenang di lihat dari sumber kewenangan 
itu sendiri yakni atribusi, delegasi dan mandat. Selain itu, Kapasitas gubernur memberikan 
persetujuan kepada Penjabat bupati untuk melakukan mutasi pegawai juga tidak tepat, 
meskipun gubernur  selaku wakil pemerintah pusat, karena kewenangan memberikan 
persetujuan untuk melakukan mutasi pegawai secara limitatif menjadi kewenangan Menteri 
Dalam Negeri. Oleh karena itu, tindakan Penjabat Bupati Melawi tidak dapat dibenarkan dan 
secara hukum tidak sah. 2). Bahwa kebijakan Penjabat Bupati yang dituangkan dalam bentuk 
keputusan dikuafikasikan sebagai suatu tindakan yang tidak memiliki kewenangan, maka  
keputusan tersebut tentu adalah tidak sah. Ketidaksahan ini , karena tidak memenuhi unsur-
unsur keputusan yang sah sebagaimana menurut doktrin dan secara normatif sebagaimana 
diatur dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan. Oleh karena itu, akibat hukum dari Keputusan Penjabat Bupati adalah 
Pembatalan. 3). Bahwa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap tindakan/keputusan 
Penjabat Bupati Melawi adalah Meminta atasan Pejabat untuk membatalkan keputusan dan 
mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Saran. 1).  Meminta kepada Gubernur 
agar memerintahkan kepada Pejabat Bupati definitip untuk mencabut dan membatalkan 
keputusan Penjabat Bupati. Jika pun gubernur tidak melaksanakan maka harus diberitahukan 
dan meminta kepada presiden selaku kepala pemerintahan tertinggi untuk mencabutr atau 
memerintahkan kepada gubernur atau Bupati untuk membatalkan keputusan tersebut.2).  Jika 
telah ada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap(incracht) atas sengketa Keputusan Penjabat Bupati, maka diharapkan agar para pihak 
merasa dirugikan (selaku penggugat) bertindak aktif untuk meminta Peradilan Tata Usaha 
Negara melakukan eksekusi atas putusan tersebut. 
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A. Latar belakang Penelitian 
Konstruksi hukum di dalam Undang Undang Dasar Negara kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI) terkait pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 
18 A dan Pasal 18 B. Terhadap amandemen tersebut, maka terjadi perubahan-perubahan 
secara prinsip atau paradigma yang berbeda di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Menyikapi amandemen terhadap pemerintah daerah dalam UUD NKRI 1945, Bagir 
Manan
1
 menyampaikan berberapa catatan yakni : 
1. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan otonomi dan tugas 
pembantuan (belaka). Yang diharapkan di masa depan tidak ada lagi pemerintahan 
dekosentrasi dalam pemerintahan daerah. 
2. Pemerintahan daerah disusun dijalankan atas dasar otonomi seluasluasnya. 
3. Semua fungsi pemerintahan dibidang administrasi negara (administratief regelen en 
bestuur) dijalankan oleh pemerintahan daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan 
pusat. 
4. Pemerintah daerah disusun dan dijalankan atas dasar keragaman daerah. 
5. Urusan rumah tangga tidak perlu seragam atau sama. Perbedaan harus dimungkinkan 
baik atas dasar cultural, sosial ,ekonomi, geografi dan lain sebagainya. 
6. Pemerintah daerah disusun dan dijalankan dengan mengakui dan menghormati satu 
kesatuan masyarakat hukum adat (adatrechts gemeenschap) dan berbagai hak 
teradisionalnya. Satuan pemerintahan yang asli dan hak-hak masyarakat asli atas 
bumi,air dan lain-lain wajib dihormati untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat setempat. 
7. Pemerintahan daerah dapat disusun dan dijalankan berdasarkan sifat atau keadaan 
khusus tertentu baik atas dasar kedudukan (seperti Ibu Kota Negara), kesejahteraan 
(seperti D.I.Yogyakarta)atau karena keadaan sosial cultural (seperti D.I. Aceh). 
8. Anggota DPRD dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. 
9. Hubungan Pusat dan Daerah dilaksanakan selaras dan adil. 
 
Khusus menyangkut kedudukan kepala daerah, pasal 18 ayat (4) UUD NKRI 1945 
menyatakan bahwa “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Frase 
“Demokratis” menimbulkan perdebatan tidak saja dikalangan politisi akan tetapi juga di 
kalangan masyarakat dan akademisi. Persoalannya terletak pada pilihan pemilihan kepala 
daerah yang dilaksanakan dan dipilih oleh rakyat atau pemilihan dilaksanakan oleh lembaga 
DPRD. Pembentuk undang-undang mengangap bahwa pilihan terbaik dalam rangka 
pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan yang ditentukan oleh 
                                                             
1
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Pusat studi Hukum( PSH) fakultas Hukum UII 
Yogyakarta,2001,hal.229 
 
 
4 
 
rakyat. Hal ini tertuang di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang, sebagaimana telah diubah dengan 
Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015. 
Dalam rangka pemilihan kepala daerah, calon kepala daerah harus memenuhi 
beberapa persyaratan agar dapat dijadikan kontestan dalam pemelihan kepala daerah. salah 
satu syarat sebagaimana  terdapat di dalam pasal 7 huruf p Undang Undang Nomor 8 Tahun 
2015 dinyatakan”berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 
Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan 
sebagai calon”. 
Sebagai konsekuensi atas persyaratan dalam aturan tersebut, maka akan terjadi 
kekosongan jabatan kepala daerah. jika wakil kepala daerah tidak mencalonkan menjadi 
kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka wakil kepala daerah yang akan menggantikan 
posisi kepala daerah, namun apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serempak 
mengajukan untuk ikut kembali sebagai calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah, 
maka kedudukan kepala daerah digantikan untuk sementara waktu oleh Penjabat kepala 
daerah. 
Dalam pasal 201 ayat (8) dan ayat (9) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 
dinyatakan “ untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang 
berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan “ untuk mengisi kekosongan jabatan 
Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan 
tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan”. 
Kabupaten Melawi merupakan salah satu kabupaten yang termasuk dalam pemilihan 
kepala daerah yang dilaksanakan serempak di Kalimantan Barat pada tahun 2015, dimana 
Bupati dan Wakil Bupati ikut kembali mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah. Untuk 
melaksanakan jalannya pemerintahan maka Gubernur Kalimantan Barat melalui surat Nomor 
131.81/2122/Pem-A tanggal 10 juli 2015 menyampai usul pemberhentian dan pensiun Bupati 
dan Wakil Bupati Melawi masa Jabatan 2010-2015 serta usul penunjukan Penjabat Bupati 
Bupati. 
Atas usulan dari Gubernur tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan  Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-4772 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat 
Melawi Provinsi Kalimantan Barat atas nama Hatta, S.Pd.MM diangkat dan ditetapkan 
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sebagai Penjabat Bupati Melawi dengan masa jabatan paling lama 1 (satu ) tahun sejak 
tanggal pelantikan. Tugas Penjabat Bupati telah ditentukan yakni a). Melaksanakan 
pemerintahan di Kabupaten Melawi; dan b). Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati yang difinitif serta meminta netralitas Pegawai Negeri Sipil. 
Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Melawi tersebut, Penjabat 
Bupati banyak melakukan kebijakan-kebijakan penting dan strategis. Salah satu kebijakan 
Penjabat Bupati tersebut adalah melakukan mutasi pegawai di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Melawi pada Jabatan Struktural untuk Eselon II b. III a. IIIb. IV a. IV b. 
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati Melawi dalam melakukan mutasi pegawai 
setelah meendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Barat.  
  Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati dalam melakukan mutasi 
pegawai dapat dilihat dari Keputusan Bupati Melawi Nomor 821/455/Tahun 2015 untuk 
Eselon II b melakukan mutasi pegawai sebanyak  17 (tujuh belas) orang. Keputusan Bupati 
Melawi Nomor 821/466/Tahun 2015 untuk Eselon III a melakukan mutasi pegawai sebanyak 
6 (enam) orang. Keputusan Bupati Melawi Nomor 821/460/Tahun 2015 untuk Eselon III a 
melakukan mutasi pegawai sebanyak 6 (enam) orang. Keputusan Bupati Melawi Nomor 
821/456/Tahun 2015 untuk Eselon III a melakukan mutasi pegawai 14 (empat belas) orang. 
Keputusan Bupati Melawi Nomor 821/457/Tahun 2015 untuk Eselon III b melakukan 
mutasi pegawai sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Keputusan Bupati Melawi Nomor 
821/467/Tahun 2015 untuk Eselon III b  melakukan mutasi pegawai sebanyak 19 (sembilan 
belas) orang. Keputusan Bupati Melawi Nomor 821/461/Tahun 2015 untuk Eselon III b 
melakukan mutasi pegawai sebanyak 6 (enam) orang. Keputusan Bupati Melawi Nomor 
821/462/Tahun 2015 untuk Eselon III b melakukan mutasi pegawai sebanyak 2 (dua) orang. 
Keputusan Bupati Melawi Nomor 821/454/Tahun 2015 untuk Eselon IV a melakukan 
mutasi pegawai sebanyak 3 (tiga) orang. Keputusan Bupati Melawi Nomor 821/458/Tahun 
2015 untuk Eselon IV a melakukan mutasi pegawai sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. 
Keputusan Bupati Melawi Nomor 821/463/Tahun 2015 untuk Eselon IV a melakukan 
mutasi pegawai sebanyak19 (sembilan belas) orang. Keputusan Bupati Melawi Nomor 
821/468/Tahun 2015 untuk Eselon IV a melakukan mutasi pegawai sebanyak 13 (tigabelas) 
orang. Keputusan Bupati Melawi Nomor 821/464/Tahun 2015 untuk Eselon IV b melakukan 
mutasi pegawai sebanyak 1 (satu) orang. Keputusan Bupati Melawi Nomor 821/459/Tahun 
2015 tentang penunjukan Pelaksana Tugas sebanyak 2 (dua) orang. 
Jika di total secara keseluruhan, maka Penjabat Bupati Melawi telah mengeluarkan 
kebijakan untuk memutasi pegawai sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) orang.  Atas 
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kebijakan Penjabat Bupati tersebut, respon positif dan negatif bermunculan yang tidak saja di 
kalangan para pegawai tetapi juga di kalangan masyarakat luas serta politisi. Artinya 
kebijakan Penjabat Bupati telah menimbulkan dampak yang luas dalam menjalankan roda 
pemerintahan di Kabupaten Melawi.  
Apabila di cermati di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang 
Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, 
Pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 
maka kebijakan Penjabat Bupati dalam melakukan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Melawi terdapat penyimpangan atau bertentangan dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku. Di dalam pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 
dinyatakan:  
Pasal 132A 
(1) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat 
untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk 
mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta 
kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala 
daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala 
daerah/wakil kepala daerah dilarang: 
a. melakukan mutasi pegawai; 
b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau 
mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat 
sebelumnya; 
c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan 
kebijakan pejabat sebelumnya; dan 
d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 
 
Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih 
lanjut dalam bentuk tesis dengan judul “Kewenangan Penjabat Bupati Dalam Melakukan 
Mutasi Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan  Kabupaten Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan 
pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Studi di Pemerintah Daerah 
Kabupaten Melawi)”. 
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B. Permasalahan Penelitian. 
Dari uraian pada latar belakang peneltian di atas, maka dirumuskan masalah 
penelitian sebagaiberikut: 
1. Apakah secara hukum dapat dibenarkan tindakan dari Penjabat Bupati dalam 
melakukan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Melawi. 
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan/Keputusan pejabat 
Bupati yang melakukan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Melawi.  
3. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap tindakan/Keputusan pejabat 
Bupati yang melakukan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Melawi. 
 
PEMBAHASAN 
1. Keabsahan Secara Hukum Tindakan Penjabat Bupati Dalam Melakukan Mutasi 
Pegawai. 
Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara 
(ASN) yang diatur melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi 
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian)  diserahi tugas 
untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan 
tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan 
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi 
pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka 
pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural 
and political development) serta melaluipembangunan ekonomi dan sosial (economic and 
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social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh 
masyarakat.
2
 
Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas 
pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang 
berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja 
yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi,dan kinerja yang dimiliki oleh 
calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang 
dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang 
baik.
3
 
Fungsi di atas sejalan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap Pegawai 
Negeri Sipil. Adapun hak dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam pasal 21 
Undang Undang 5 Tahun 2014 adalah: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b. cuti; c.jaminan 
pensiun dan jaminan hari tua; d.perlindungan; dan e.pengembangankompetensi. sedangkan 
kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di atur dalam pasal 23 Undang Undang 5 
Tahun 2014 adalah : 
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945,Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; 
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; 
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, 
dan tanggung jawab; 
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan 
tindakan kepada setiap orang,baik di dalam maupun di luar kedinasan;  
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Khusus pada huruf “h” maka PNS harus siap ditempatkan dimana pun berada, baik 
pada saat pertama kali menjadi PNS ataupun dalam rentang waktu tertentu tetap bersedia 
untuk dipindahkan atau dimutasikan  baik dilingkungan kerja dan wilayah kerja sendiri 
ataupun dilingkungkan kerja dan wilayah kerja yang berbeda. Mutasi kerja merupakan suatu 
                                                             
2
 Lihat Penjelasan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 
3 Ibid. 
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hal yang biasa dan bisa dianggap suatu penyegaran agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS 
dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari.  
Secara tegas terkait mutasi PNS dapat dilihat dalam pasal 73 Undang 5 Tahun 2014 
yang menyatakan :  
Pasal 73 
 
(1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, 
antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-
Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia di luar negeri. 
(2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.  
(3) Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur 
setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. 
(4) Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan 
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah 
memperoleh pertimbangan kepala BKN. 
(5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, 
ditetapkan oleh kepala BKN. 
(6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN. 
(7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik 
kepentingan. 
(8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk 
Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi 
Daerah. 
 
Dalam rangka mutasi PNS tersebut, kewenangan untuk melakukan mutasi PNS 
dilingkungan pemerintah kabupaten berada pada kepala daerah, dalam hal ini bupati yang 
secara ex officeo berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Selaku Pejabat 
Pembina Kepegawaian , Bupati berhak untuk melakukan mutasi PNS berdasarkan pada ratio 
dan pertimbangan-pertimbangan tertentu serta tidak menyalahi aturan dalam melakukan 
mutasi PNS dilingkungan wilayah kerjanya. 
Berbeda halnya jika mutasi PNS dilakukan oleh Penjabat Bupati. Posisi sementara 
dan tidak bersifat depenitif sebagai bupati, membuat Penjabat Bupati mempunyai 
keterbatasan-keterbatasan dalam mengambil kebijakan meskipun ditujukan dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kontek ini, pembatasan kewenangan Penjabat 
Bupati di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Di dalam pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dinyatakan:  
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Pasal 132A 
(3) Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat 
untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk 
mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta 
kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala 
daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala 
daerah/wakil kepala daerah dilarang: 
a. melakukan mutasi pegawai; 
b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau 
mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat 
sebelumnya; 
c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan 
kebijakan pejabat sebelumnya; dan 
d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan 
pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. 
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 
 
Dari regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 nampak jelas, hal-hal 
yang tidak boleh dilakukan oleh Penjabat Bupati dalam menjalan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Terkait kebijakan Penjabat Bupati dalam mengeluarkan Keputusan 
melakukan mutasi pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten melawi dari sisi 
kewenangan adalah tidak tepat,  karena Penjabat Bupati Kabupaten Melawi tidak 
mempunyai wewenang dan sekaligus telah melampaui wewenang untuk melakukan mutasi 
pegawai tersebut atau yang disebut dalam doktrin sebagai tindakan ultra vires.  
Ultra Vires adalah istilah Latin yang berarti melampaui, melebihi  kewenangan atau 
kekuasaan yang dimilikinya. Padanan katanya “beyond the powers”. Apabila perbuatan 
kekuasaan dari otoritas publik atau privat dianggap berlebihan atau melampau kekuasaan 
yang dimilikinya, maka kebijakan yang dikeluarkan adalah tidak sah. Dalam sistem hukum 
Inggris the ultra vires rule dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan pengujian atau 
judicial review atas norma umum dan kongkrit. Apabila kekuasaan otoritas publik berlebihan 
atau melampaui kewenangannya sendiri maka peraturan atau keputusan itu tidak sah 
berdasarkan doktrin ultra vires. Setiap badan administrasi negara dalam melaksanakan 
kewenangannya dianggap sah apabila berdasar batas-batas kewenangan yang dimilikinya. 
Menurut David Foulkes Ultre vires doctrine meliputi sebagai berikut: (a) The essence of the 
ultra vires doctrine; (b) A hierarchy of powers; (c) the doctrine applied; (d) the fairly 
incidental rule; (e) Ultra vires by omission; dan (f) Some presumtion.
4
 
                                                             
4 Miftahulhuda Huda Blogs, diakses tanggal 12 juli 2016 
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Doktrin ultra vires terdiri atas dua jenis yakni substantive ultra vires dan procedural 
ultravires. Substantive ultra vires adalah “doing the wrong thing” (melakukan sesuatu yang 
salah), misalnya kewenangan untuk membeli kapal tetapi dalam pelaksanaannya membeli 
pesawat. Adapun procedural ultra vires adalah “doing the right thing” but it is doing it “in the 
wrong way” (melakukan sesuatu yang benar, tetapi dengan cara yang salah).5 
Untuk melihat bahwa Penjabat Bupati Melawi tidak mempunyai kewenangan atau 
telah melampaui kewenangannya maka sebagai dasar ukurannya adalah sumber kewenangan 
itu sendiri. Sumber kewenangan baik secara doktrin maupun aturan normatif sebagaimana di 
atur dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan  
dibagi menjadi 3 (tiga) yakni. Atribusi, Delegasi dan Mandat. Atribusi adalah pemberian 
Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.Delegasi adalah pelimpahan 
Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggikepada Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat 
beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari 
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggikepada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada 
pada pemberi mandat. 
Syarat –syarat Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang 
melalui Atribusi apabila: 
a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan/atau undang undang; 
b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan 
c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. 
Selanjutnya, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang 
melalui Atribusi, tanggung jawabKewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang bersangkutan dan  Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, 
kecuali diatur di dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 
dan/atau undang-undang. 
Dalam konterks tindakan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh Penjabat Bupati 
Melawi, jelas bahwa Penjabat Bupati Melawi tidak memiliki kewenangan atribusi karena 
tidak ada pemberian wewenang yang diberikan oleh UUD maupun undang undang dan selain 
                                                             
5 Ridwan H.R, Op. Cit., Hal. 384. 
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itu kewenangan untuk memutasikan pegawai bukan kewenangan yang baru, karena mutasi 
pegawai hanya dapat dilakukan oleh bupati depenitif dan bukannya Penjabat Bupati. 
 Terkait dengan delegasi bahwa syarat-syarat untuk terpenuhinya sebuah delegasi 
yaitu :  
a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan lainnya; 
b. ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan 
Daerah; dan  
c. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada 
Dari syarat-syarat delegasi tersebut, diketahui bahwa Tindakan dari Penjabat Bupati 
Melawi tersebut juga tidak memiliki delegasi atau dapat dikatakan bahwa Penjabat Bupati 
Melawi bukanlah seorang delegetaris yang menerima pelimpahan wewenang dari atasannya. 
Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang memberikan delegasi baik melalui Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan daerah yang mengatur pelimpahan wewenang 
dari pejabat atasan kepada Penjabat Bupati untuk berwenang melakukan mutasi pegawai. 
Selanjutnya syarat-syarat dari suatu Mandat adalah : 
a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan 
b. merupakan pelaksanaan tugas rutin. 
Jika Penjabat Bupati secara nyata tidak memiliki kewenangan atribusi, dan penjabat 
bupati bukanlah seorang delegetaris, maka Penjabat Bupati juga bukanlah seorang 
mandataris. Hal ini terjadi, tidak ada secara spesifik dan umum yang memberikan mandat 
kepada Penjabat Bupati Melawi untuk mengambil kebijakan mutasi pegawai dan selain itu 
kebijakan melakukan mutasi pegawai bukanlah suatu tindakan dalam rangka pelaksanaan 
tugas rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Pendapat penulis, sejalan dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Badan 
Kepegawaian Negara perihal Penjelasan Atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di 
Bidang Kepegawaian yang tertuang dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 
: K.26-30/V.100.-2/99 tertanggal 19 Oktober 2015 yang intinya menyatakan :  
a. penjabat kepala daerah, tidak memiliki kewenangan mengambil atau 
menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek 
kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa yang berupa 
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, 
menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan 
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atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 
kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 
b. Penjabat kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan 
keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian 
tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang antara lain 
berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian ijin perkawinan 
dan pewrceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan 
dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai PNS dan pembehertian dengan hormat/tidak hormat sebagai PNS selain 
karena dijatuhi hukuman disiplin. 
Pernyataan dari Badan Kepegawaian Negara di perkuat kembali oleh Komisi 
Aparatur Sipil Negara yang tertuang dalam Nomor : B-1145/KASN/10/2015, perihal : 
Pengisian Jabatan Oleh Penjabat Kepala Daerah yang secara umum berisikan dan 
menyatakan : 
a. Berdasarkan kewenangan Penjabat Kepala Daerah dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 49 Tahun 2008 , KASN yang mempunyai kewenangan untuk menjaga 
norma dasar, kode etik, kode perilaku serta dalam rangka menjaga prinsip 
meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan 
dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 
bersama ini perlu menegaskan bahwa Penjabat Kepala Daerah tidak 
mempunyai kewenangan untuk melakukan mutasi, mengangkat dan/atau 
memberhentikan pejabat dan membuat kebijakan strategis kepegawaian lainnya. 
b. Penjabat Kepala daerah yang mendapatkan Persetujuan tertulis dari Menteri 
Dalam Negeri dalam melakukan mutasi atau pengisiian jabatan di lingkungan 
pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Khusus untuk 
jabatan Pimpinan Tinggi agar berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kementerian Dalam Negeri sebagai satu institusi yang bertanggung jawab secara 
langsung atas jalannya roda pemerintahan di daerah juga telah mengeluarkan pernyataan 
melalui surat Nomor : 820/7071/OTDA, perihal: kewenangan Penjabat Bupati Untuk 
Melakukan Mutasi PNS yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Barat, intinya 
menyatakan : 
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a. Di dalam ketentuan pasal 132A ayat (1) huruf A dan ayat  (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketuga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan 
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan bahwa : 
(1) Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksna Tugas Kepala daerah dilarang 
melakukan mutasi pegawai; 
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. 
b. Sesuai dengan ketentuan diatas Penjabat Bupati Melawi tidak mempunyai 
kewenangan untuk melakukan mutasi PNS tanpa izin tertulis dari Menteri 
Dalam Negeri. 
Selain tindakan Penjabat Bupati Melawi yang secara tegas dan jelas tidak 
mempunyai kewenangan untuk melakukan mutasi pegawai, yang perlu juga menjadi 
perhatian dan sorotan adalah Posisi Gubernur Kalimantan Barat yang memberikan 
persetujuan atas tindakan dari Penjabat Bupati Melawi yang melakukan mutasi pegawai. 
Kapasitas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah tidak terbantahkan 
karena secara tegas telah diatur dalam pasal 91 dan pasal 375 yang berbunyi : 
Pasal 91 
 
(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan 
Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas: 
a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas 
Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; 
b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; 
c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 
d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; 
e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan 
f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang: 
a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; 
b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait 
dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
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c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan 
antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; 
d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang 
pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan 
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan 
wewenang: 
a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antar- Daerah kabupaten/kota 
dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 
b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah 
provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang 
ada di wilayahnya; 
c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada 
Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; 
d. melantik bupati/wali kota; 
e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi 
kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian 
yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah 
nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang 
bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan 
urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk 
oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 
g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(5) Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) 
dibebankan pada APBN. 
(6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat menjatuhkan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang undangan kepada penyelenggara 
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota. 
(7) Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat 
didelegasikan kepada wakil gubernur. 
(8) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak keuangan 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat diatur dengan peraturan pemerintah. 
 
Pasal 375 
 
(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota 
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat dibantu oleh perangkat gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat. 
(3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat 
umum dan bersifat teknis. 
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(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang 
bersifat umum meliputi: 
a. pembagian Urusan Pemerintahan; 
b. kelembagaan Daerah; 
c. kepegawaian pada Perangkat Daerah; 
d. keuangan Daerah; 
e. pembangunan Daerah; 
f. pelayanan publik di Daerah; 
g. kerja sama Daerah; 
h. kebijakan Daerah; 
i. kepala daerah dan DPRD; dan 
j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(5) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat 
teknis terhadap teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan 
ke Daerah kabupaten/kota. 
(6) Pembinaan yang bersifat umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, 
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan 
yang terkait dengan Otonomi Daerah. 
(7) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan 
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat 
melaksanakan pembinaan kepada Daerah kabupaten/kota dengan 
berkoordinasi kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
 
Kapasitas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam kontek kepegawaian 
terlihat jelas dalam pasal 375 ayat (4) huruf c dimana Gubernur diberikan tugas untuk 
melakukan pembinaan kepegawaian pada perangkat daerah. frase “pembinaan” harus 
dimaknai bahwa gubernur dapat mengangkat, memberhentikan, memutasikan dan 
sebagainya. Akan tetapi dalam konteks memberikan persetujuan atas tindakan berupa 
kebijakan Penjabat Bupati untuk memutasikan pegawai adalah tidak tepat. Gubernur 
meskipun sebagai wakil pemerintah pusat, tidak mempunyai kewenangan secara khusus 
untuk memberikan persetujuan kepada Penjabat Bupati untuk melakukan mutasi pegawai. 
Jika ditelusuri dalam peraturan perundang undangan, tidak ada kewenangan atribusi, 
delegasi dan mandat yang diberikan kepada gubernur untuk memberikan persetujuan kepada 
Penjabat Bupati melakukan mutasi pegawai. Bahkan secara limitatif sebagaimana diatur 
dalam pasal 132 A  ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 200 bahwa persetujuan 
untuk melakukan mutasi pegawai oleh Penjabat Bupati hanya dapat diberikan oleh Menteri 
Dalam Negeri bukannya Gubernur. Untuk selanjutnya sampai saat ini dapat diketahui bahwa 
Menteri Dalam Negeri sebagai delegetaris (sumber kewenangan dari Peraturan Pemerintah)  
tidak pernah melimpahkan kepada Gubernur selaku subdelegetaris mempunyai kewenangan 
untuk memberikan persetujuan kepada Penjabat Bupati untuk melakukan mutasi pegawai. 
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2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Tindakan/Keputusan Penjabat Bupati 
Dalam Melakukan Mutasi Pegawai. 
Akibat hukum adalah  adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum 
yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang 
disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri 
telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum dapat diartikan 
akibat dari suatu tindakan hukum. 
Telah diuraikan di atas bahwa  kebijakan Penjabat Bupati melawi dalam melakukan 
mutasi pegawai adalah tidak sah karena Penjabat Bupati tidak mempunyai kewenangan untuk 
itu. Kebijakan Penjabat Bupati tersebut tentu menimbulkan dampak atau akibat hukum  dari 
sisi Keputusan. Jika kebijakan Penjabat Bupati yang dituangkan dalam bentuk keputusan 
dikuafikasikan sebagai suatu tindakan yang tidak memiliki kewenangan, maka akibat hukum 
dari keputusan tersebut tentu adalah tidak sah. Namun sebelum  menganalisis sah atau tidak 
sahnya Keputusan Penjabat Bupati tersebut dari sisi doktrin maupun norma-norma hukum 
yang berlaku, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu, dari sudut diskresi atau Freies 
Ermessen atau Pouvoir Discretionnaire. 
Freies Ermessen berasal dari Bahasa Jerman. Freies artinya orang yang bebas, lepas, 
tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan Ermessen artinya menilai, menduga, 
mempertimbangkan
6
  Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, 
menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Kemudian, Pouvoir Discretionnaire berasal dari 
Bahasa Prancis. Pouvoir memiliki makna kekuasaan, kemampuan, pengaruh, wewenang.
7
 
Discretionnaire bermakna bersikap sopan santun atau menyikapi keadaan.
8
  
Prajudi Atmosudirdjo
9
 (dalam Jawade Hafidz arsyad), menyatakan bahwa 
administrasi negara tidak boleh menolak mengambil keputusan hanya karena tidak ada 
peraturannya. Prajudi Atmosudirdjo mengartikan diskresi sebagai: “.... kebebasan bertindak 
atau mengambil keputusan dari para pejabat administrasi negara yang berwenang dan 
berwajib menurut pendapatnya sendiri”. Sementara itu,  
                                                             
6 Ridwan HR, Op Cit hal. 169 
7 Yukha Budyahir, Kamus Prancis-Indonesia Indonesia-Prancis, Indonesia Tera, Yogyakarta, 2013, Hal. 220. 
8 Anggita Tungga Ratna, Kamus Bahasa Prancis, Rumah Ide, 2013, Malang Hal  83 
9
 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta 
2013, Hal. 72. 
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Bachsan Mustafa
10
 menyebutkan bahwa, freies ermessen diberikan kepada 
pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara yaitu menyelenggarakan 
kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa 
antar penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atau 
sasarannya (doelmatigheid) daripada sesuai dengan hukum yang berlaku (rechtmatigheid). 
Meskipun pemberian Freies Ermessen kepada pemerintah atau administrasi negara 
merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara 
hukum, freies ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjahran Basah
11
 
mengemukakan unsur-unsur freies ermessen dalam suatu negara hukum yaitu: 
1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan publik; 
2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; 
3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; 
4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; 
5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting 
yang timbul secara tiba-tiba; 
6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan 
Yang Maha Esa maupun secara hukum. 
Muchsan
12
 menyatakan Di dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, freies 
ermessen dilakukan oleh administrasi negara dalam hal-hal sebagai berikut: 
1. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian in 
concreto terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut 
penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam 
ataupun wabah penyakit menular, maka aparat pemerintahan harus segera 
mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, yang 
2. mana tindakan tersebut semata-mata timbul atas prakarsa sendiri. 
3. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah 
memberikan kebebasan sepenuhnya. 
4. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi 
kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan 
kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali 
                                                             
10 Bachsan Mustafa, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1990, Hal 55. 
11 Ridwan H.R, Op. Cit., Hal . 170-171 
12
 Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia,: 
Liberty, Yogyakarta 1981,Hal  27-28. 
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sumber-sumber keuangan daerah, pemerintah daerah bebas untuk mengelolanya 
asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah. 
Penyebab lahirnya freies ermessen ini tidak lain adalah adanya kelemahan dari 
sistem hukum yang tertulis yang dianut dan dianutnya asas legalitas. Bagir 
Manan
13
,menerangkan bahwa hukum tertulis memiliki berbagai cacat bawaan dan cacat 
buatan. Lebih lanjut disebutkan: “sebagai ketentuan tertulis (written rule) atau hukum tertulis 
(written rule), peraturan perundang-undangan mempunyai jangkauan yang terbatas – sekadar 
“moment opname” dari unsur-unsur politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam yang 
paling berpengaruh pada saat pembentukan, karena itu mudah sekali aus (out of date) bila 
dibandingkan dengan perubahan masyarakat yang semakin menyepat atau dipercepat 
(change). Pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang dapat 
dipersamakan sebagai pertumbuhan deret hitung, sedangkan perubahan masyarakat 
bertambah seperti deret ukur. Kelambanan pertumbuhan peraturan perundang-undangan yang 
merupakan cacat bawaan ini dapat pula semakin diperburuk oleh berbagai bentuk cacat 
buatan, yang timbul akibat masuk atau dimasukkannya berbagai kebijakan atau tindakan yang 
mengganggu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah sistem”. 
Dari doktrin - doktrin diatas, jika dikaitkan dengan kebijakan Penjabat Bupati dalam 
membuat Keputusan memutasikan pegawai dapat dikatakan tidak memenuhi kualifikasi apa 
yang disebut freies ermessen atau diskresi tersebut. Hal ini dapat dijelaskan karena : 
1. Kebijakan Penjabat Bupati Tidak dimungkinkan oleh hukum, karena secara tegas 
telah dinyatakan dalam pasal 132A ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 
49 Tahun 2008 
2. Kebijakan Penjabat Bupati untuk memutasikan pegawai bukanlah persoalan yang 
penting dan mendesak yang harus segera diselesaikan. 
3. Kebijakan Penjabat Bupati untuk memutasikan pegawai tidak dapat 
dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa 
maupun secara hukum. 
Dari sisi normatif juga, sebagaimana di atur dalam pasal 24 Undang Undang Nomor 
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa tindakan atau kebijakan yang 
bersifat diskresi hanya boleh dilakukan apabila : a). sesuai dengan tujuan Diskresi; b). tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c). sesuai dengan AUPB; d). 
berdasarkan alasan-alasan yang objektif; e). tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan 
                                                             
13 Ridwan H.R, Op. Cit., Hal. 95-96 
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f). dilakukan dengan iktikad baik. 
Kembali pada ketiadaan wewenang dari Penjabat Bupati dalam melakukan mutasi 
pegawai maka  akibat hukumnya adalah bahwa keputusan Penjabat Bupati secara hukum 
tidak sah. Van der pot
14
 (dalam E. Utrecht) mengatakan bahwa harus ada 4 (empat) syarat 
yang harus dipenuhi agar keputusan dapat berlaku sebagai suatu keputusan yang sah, yakni : 
1. Keputusan harus dibuat oleh alat yang berwenang membuatnya. 
2. Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak, maka pembentuk kehendak itu 
tidak boleh memuat kekurangan yuridis. 
3. Keputusan harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi 
dasarnya dan perbuatannya harus juga memperhatikan cara membuat keputusan 
itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. 
4. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan tujuan peraturan dasar. 
Dari pendapat van der pot diatas, jelas diketahui bahwa keputusan yang dikeluarkan 
oleh Penjabat Bupati memutasikan pegawai adalah tidak sah, karena unsur – unsur atau 
syarat-syarat untuk membuat suatu keputusan agar menjadi sah tidak terpenuhi. Hal ini 
disebabkan bahwa Penjabat Bupati bukanlah alat yang berwenang untuk memutasikan 
pegawai dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga memuat kekurangan yuridis dalam 
mengeluarkan keputusan untuk memutasikan pegawai tersebut serta tidak di ikuti dengan 
prosedur yang benar. Selain itu isi dan tujuan dari keputusan tersebut menimbulkan konflik 
kepentingan karena dilakukan tanpa pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar. 
Di dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya pada pasal 52 
ditentukan 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi agar suatu keputusan dapat dinyatakan sah.  
Pasal 52 
 
(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi: 
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; 
b. dibuat sesuai prosedur; dan 
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. 
(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB 
 
Dari ketentuan pasal 52 tersebut dapat dijelaskan bahwa Penjabat Bupati bukanlah 
pejabat yang berwenang untuk melakukan mutasi pegawai dan tidak dilakukan sesuai dengan 
prosedur. Jika Penjabat Bupati ingin melakukan mutasi pegawai maka beliau harus 
mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri dan bukannya 
                                                             
14 E. Utrrecht/Moh. Saleh Djindang, Loc Cit, hal. 79 
21 
 
oleh Gubernur. Kemudian Penjabat Bupati melakukan mutasi pegawai tidak mempunyai 
wewenang maka keputusan tersebut tidak didasarkan pada peraturan perundang undangan 
dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). 
Mengenai keputusan Penjabat Bupati yang melakukan mutasi pegawai tidak 
dasarkan pada AUPB karena Keputusan Penjabat Bupati tersebut dapat dikualifisir melanggar 
AUPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 
2014. Dari 8 (delapan) asas yang diatur, ada beberapa asas yang secara jelas dilanggar oleh 
Penjabat Bupati dalam Mengeluarkan Keputusan memutasikan pegawai yakni : 
1. Asas Kepastian Hukum yakni Penjabat Bupati tidak mempunyai landasan 
peraturan perundang undangan dan ketidakpatutan, ketidakajegan serta 
ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus memutasikan 
pegawai. 
2. Asas ketidakberpihakan yakni Penjabat Bupati dalam memutasi pegawai tidak 
mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan berlaku 
diskriminatif. 
3. Asas Kecermatan yakni Penjabat Bupati dalam memutasi pegawai tidak 
didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung 
legalitas keputusan, sehingga keputusan tersebut menjadi tidak cermat. 
Atas dasar uraian tersebut, maka keputusan Penjabat Bupati yang melakukan mutasi 
pegawai secara hukum berakibat tidak sah. Konsekuensi atau akibat hukum terhadap  
keputusan Penjabat Bupati melakukan mutasi pegawai  adalah harus dilakukan pembatalan, 
karena  terdapat cacat  wewenang, prosedur dan/atau substansi. Hal ini sejalan dengan apa 
yang diatur dalam pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014. 
Pasal 66 
 
(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: 
a. wewenang; 
b. prosedur; dan/atau 
c. substansi. 
(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan 
mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB. 
(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: 
a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; 
b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau 
c. atas putusan Pengadilan. 
(4) Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan 
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling 
lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan 
pembatalan. 
(5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari 
kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan 
keputusan pencabutan. 
(6) Pembatalan Keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan 
melalui media massa. 
 
 
3. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Tindakan/Keputusan Penjabat 
Bupati Yang Melakukan Mutasi Pegawai. 
Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (Theory ofinterest), 
terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu 
pertama; menyangkut kepentingan pribadi (individual interest), kedua; yang menyangkut 
kepentingan masyarakat (sosial interest), dan ketiga; menyangkut kepentingan umum (publik 
interest).
15
 
Kepentingan individu (individu interest) ini terdiri dari kepentingan pribadi, 
sedangkan kepentingan kemasyarakatan (sosial interst) terdiri dari keamanan sosial, 
keamanan atas lembaga-lembaga sosial, kesusilaan umum, perlindungan atas sumber-sumber 
sosial dari kepunahan, perkembangan sosial, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan 
publik (publik interst) berupa kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari 
kepentingan masyarakat.
16
 
Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan 
fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul 
dalam masyarakat, Bohannan yang terkenal dengan konsepsi reinstitutionalization of norm, 
menyatakan bahwa: “suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga 
warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan 
untuk mencegah terjadinya penyalah-gunaan daripada aturan-aturan yang terhimpun di dalam 
pelbagai lembaga kemasyarakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum 
dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hukum lainnya”.17 
Selanjutnya Bohannan mengatakan “lembaga hukum memberikan ketentuan 
ketentuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul di dalam 
                                                             
15 Marmi Emmy Mustafa, Prinsif-Prinsif Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikatikan 
Dengan TRiPs-WTO, PT. Alumni, Bandung, 2007, Hal. 58. 
16
 Ibid 
17
 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia.Penerbit: 
UI-Press, 1983, Cetakan Ketiga, Hal.15. 
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hubungannya dengan tugas-tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya”.18 Cara-cara 
menyelesaikan perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. 
Upaya hukum diperlukan agar kepentingan-kepentingan yang telah menjadi hak benar-benar 
dapat terjaga dari gangguan pihak lain. 
Upaya hukum dikenal dalam dua jenis, yaitu upaya hukum non-yudisial (di diluar 
peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial bersifat 
pencegahan sebelum pelanggaran terjadi (preventif) yang berupa tindakan tindakan seperti 
peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan. Sedangkan upaya hukum yudisial 
bersifat represif/korektif artinya telah memasuki proses penegakan hukum (law enforcement), 
upaya ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau 
memulihkan keadaan. “Muara dari upaya hukum adalah agar hak yang dimiliki seseorang 
terhindar dari gangguan atau apabila hak tersebut telah dilanggar maka hak tersebut akan 
dapat dipulihkan kembali. Namun demikian, tidaklah dapat diartikan bahwa dengan adanya 
upaya hukum maka keadaan dapat dikembalikan sepenuhnya”.19 
Pada konteks tindakan/keputusan Penjabat Bupati yang telah melakukan mutasi 
pegawai maka upaya hukum yang harus dilakukan adalah : 1. Meminta atasan Penjabat untuk 
membatalkan keputusan; 2. Pengadilan.  
Ad 1. Meminta Atasan Penjabat untuk membatalkan Keputusan. 
Menurut Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri) bahwa hubungan Presiden dengan 
Gubernur dan Bupati/Walikota serta hubungan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
dengan Bupati/Walikota bersifat hierarkis.
20
 Karena bersifat hierakhis, maka hubungan tidak 
hanya sebatas koordinasi saja, melainkan bersifat komando. Artinya pejabat atasan atau 
pejabat yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dapat mengatur atau memerintahkan 
bahkan memberikan semacam tindakan-tindakan tertentu kepada pejabat bawahannya.  
Terhadap keputusan Penjabat Bupati Melawi yang tidak mempunyai kewenangan 
untuk melakukan mutasi pegawai  dan secara hukum keputusan tersebut menjadi tidak sah, 
maka secara hirarkhis gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan sekaligus atasan dari 
penjabat Bupati, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya maka Gubernur harus 
memerintahkan kepada Penjabat Bupati untuk mencabut dan membatalkan keputusan 
                                                             
18 Ibid 
19 Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa , Penerbit: Sekretaris  Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi. 2008 Hal  386 
20  Di akses tanggal 2 agustus 2016. 
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tersebut. Dan apabila Penjabat Bupati telah digantikan oleh Pejabat Bupati Definitif, maka 
Pejabat Bupati Definitif harus mencabut dan membatalkan keputusan dimaksud.  
Jika melihat ketentuan pasal 375 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan “  Pembinaan terhadap penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat” serta pasal 61 ayat (6) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah yang menyatakan “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dapat 
menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan kepada 
penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota”. Selanjutnya diperkuat dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas 
Dan Wewenang Gubernur Sev=bagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Propinsi sebagaimana 
telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 
2014 dimana pasal 2 ayat (1) huruf f menyatakan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat 
mempunayi tugas “pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah 
kabupaten/kota” Maka Gubernur pada prinsipnya dapat membatalkan Keputusan Penjabat 
Bupati tersebut.  
Persoalannya disini adalah bahwa Gubernur telah memberi persetujuan atas 
keputusan Penjabat Bupati untuk melakukan mutasi pegawai, meskipun Gubernur sendiri 
tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan karena kewenangan berada 
pada Menteri Dalam Negeri, maka upaya yang harus dilakukan adalah meminta kepada 
Presiden selaku Kepala Pemerintahan tertinggi untuk mencabut dan membatalkan keputusan 
tersebut (meskipun tidak lazim dan tidak pernah dilakukan) atau memerintahkan kepada 
gubernur atau secara langsung kepada Pejabat Bupati definif mencabut dan membatalkan 
keputusan tersebut. Hal ini disebabkan, Menteri Dalam Negeri sebagai atasan dari Gubernur, 
telah memberikan surat resmi nomor 820/7071/OTDA yang mengarahkan agar Gubernur 
memerintahkan kepada Penjabat Bupati untuk membatalkan keputusannya tidak 
ditindaklanjuti atau tidak dilaksanakan.  
Ad. 2. Pengadilan. 
Pengadilan yang dimaksud di sini tentu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, 
karena obyek sengketa adalah Keputusan. Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan adalah Undang 
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di 
ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam Pasal 
1 Angka 9  dinyatakan bahwa  Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan 
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oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang 
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, 
dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 
Subjek yang dapat menjadi penggugat adalah para pihak yang terkena keputusan 
tersebut, disini tentulah para pegawai yang merasa dirugikan atas Keputusan penjabat Bupati 
tersebut. Meskpipun proses di peradilan memakan cukup waktu, tapi putusan pengadilan 
mencerminkan akan kepastian hukum terhadap segala macam tindakan dan keputusan yang 
dikeluarkan pejabat atau penjabat pemerintahan. 
Jika Putusan Peradilan Tata Usaha telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
(incracht), maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 30 Tahun 
2014 Tentang Administarsi Pemerintahan 
Maka keputusan tersebut paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja harus segera di cabut. 
Lengkapnya pasal 66 ayat (5) berbunyi “ Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah 
Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh 
satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan 
keputusan pencabutan”. 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari uraian-uraian yang dikemukan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Bahwa kebijakan Penjabat Bupati dalam mengeluarkan Keputusan melakukan mutasi 
pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten melawi dari sisi kewenangan adalah tidak 
tepat, karena Penjabat Bupati Kabupaten Melawi tidak mempunyai wewenang . Ukuran 
untuk melihat penjabat bupati tidak mempunyai wewenang di lihat dari sumber 
kewenangan itu sendiri yakni atribusi, delegasi dan mandat. Selain itu, Kapasitas gubernur 
memberikan persetujuan kepada Penjabat bupati untuk melakukan mutasi pegawai juga 
tidak tepat, meskipun gubernur  selaku wakil pemerintah pusat, karena kewenangan 
memberikan persetujuan untuk melakukan mutasi pegawai secara limitatif menjadi 
kewenangan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, tindakan Penjabat Bupati Melawi 
tidak dapat dibenarkan dan secara hukum tidak sah. 
2. Bahwa kebijakan Penjabat Bupati yang dituangkan dalam bentuk keputusan 
dikuafikasikan sebagai suatu tindakan yang tidak memiliki kewenangan, maka  keputusan 
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tersebut tentu adalah tidak sah. Ketidaksahan ini , karena tidak memenuhi unsur-unsur 
keputusan yang sah sebagaimana menurut doktrin dan secara normatif sebagaimana diatur 
dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan. Oleh karena itu, akibat hukum dari Keputusan Penjabat Bupati adalah 
Pembatalan. 
3. Bahwa upaya hukum yang harus dilakukan terhadap tindakan/keputusan Penjabat Bupati 
Melawi adalah Meminta atasan Pejabat untuk membatalkan keputusan dan mengajukan 
gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. 
B. Saran 
1. Meminta kepada Gubernur agar memerintahkan kepada Pejabat Bupati definitip untuk 
mencabut dan membatalkan keputusan Penjabat Bupati. Jika pun gubernur tidak 
melaksanakan maka harus diberitahukan dan meminta kepada presiden selaku kepala 
pemerintahan tertinggi untuk mencabutr atau memerintahkan kepada gubernur atau Bupati 
untuk membatalkan keputusan tersebut. 
2.  Jika telah ada Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap(incracht) atas sengketa Keputusan Penjabat Bupati, maka diharapkan agar 
para pihak merasa dirugikan (selaku penggugat) bertindak aktif untuk meminta Peradilan 
Tata Usaha Negara melakukan eksekusi atas putusan tersebut. 
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